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KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KEBUMEN 
 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN 

NOMOR 115 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

KEBUMEN NOMOR 99 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA 

KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN SERTA 

PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA BADAN ADHOC PENYELENGGARA 

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN 

TAHUN 2024 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN, 

 
Menimbang : a. bahwa telah dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan 

Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan 

Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sehingga 

perlu dilakukan penyesuaian; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang 

Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Kebumen Nomor 99 Tahun 2024 tentang 

Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Kebumen Serta Pembentukan dan Tata Kerja 

Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Kebumen Tahun 2024; 
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Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5898); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6863); 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 
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Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 377); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Kimisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, 

Sususan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Sekretariat Kimisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 826); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 

tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc 

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan 

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 

tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota 

dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); 

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 

2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan 

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan 
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Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis 

Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan 

Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil 

Walikota; 

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 

2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan 

Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan 

Wakil Walikota Tahun 2024; 

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen 

Nomor 87 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan 

dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen 

Tahun 2024; 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN 

NOMOR 99 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS 

TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

KEBUMEN SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA 

BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI 

DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024. 

KESATU : Menetapkan perubahan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Serta Pembentukan 

dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA : Perubahan Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum Kesatu meliputi ketentuan dalam Huruf A BAB VIII 

Lampiran I. 

 

 

https://jdih.kpu.go.id/jateng/kebumen/


-5- 

 

https://jdih.kpu.go.id/jateng/kebumen/ 

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 99 Tahun 

2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Kebumen Serta Pembentukan dan Tata 

Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 dinyatakan sah dan 

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 

Keputusan ini. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

   
 
Ditetapkan di 

 
Kebumen 

pada tanggal 3 Juni 2024 
 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KEBUMEN, 
 
 

ttd. 
 ttd 

DZAKIATUL BANAT 
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PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

KEBUMEN SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA BADAN ADHOC 

PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN 

TAHUN 2024 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN I 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KEBUMEN 

NOMOR 115 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN 

NOMOR 99 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN 

TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KEBUMEN SERTA PEMBENTUKAN 

DAN TATA KERJA BADAN ADHOC 

PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL 

BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024 
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BAB VIII 

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH 

DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 

 

A. PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PANTARLIH) 

1. Pantarlih dibentuk untuk membantu PPS dalam melaksanakan 

pemutakhiran data Pemilih untuk Pemilihan. 

2. Pantarlih berkedudukan di lingkungan TPS. 

3. Petugas pemutakhiran data Pemilih berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap 

TPS, dalam hal jumlah pemilih dalam 1 (satu) TPS lebih dari 400 (emat 

ratus) pemilih, KPU Kabupaten dan PPS mengangkat 2 (dua) orang 

Pantarlih untuk TPS tersebut. 

4. Pantarlih dapat berasal dari perangkat kelurahan/desa atau yang disebut 

dengan nama lain, rukun warga, rukun tetangga, dan/atau warga 

masyarakat. 

5. Pembentukan Pantarlih dilaksanakan secara terbuka dengan 

memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon 

Pantarlih. 

6. Dalam seleksi calon Pantarlih, PPS melakukan tahapan kegiatan meliputi: 

a. Pengumuman pendaftaran calon Pantarlih; 

b. Pemerimaan pendaftaran calon Pantarlih; 

c. Penelitian administrasi calon Pantarlih; 

d. Pengumuman hasil penelitian adminstrasi calon Pantarlih; dan 

e. Penetapan nama hasil seleksi Pantarlih. 

7. Jika dalam seleksi terbuka tidak ada peserta yang mendaftar, PPS dapat 

melakukan penunjukan calon Pantarlih untuk ditetapkan. 

8. PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten menetapkan nama Pantarlih hasil seleksi 

dan hasil penunjukan oleh PPS dalam Keputusan KPU Kabupaten. 

9. PPS atas nama ketua KPPS Kabupaten mengambil sumpah/janji Pantarlih. 

10. Pantarlih melaksanakan tahapan pemutakhiran data Pemilih. 

11. Pantarlih bertanggung jawab kepada PPS terhadap pelaksanaan 

pemutakhiran data Pemilih. 

12. Tugas Pantarlih meliputi: 

a. membantu KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS dalam melakukan 

penyusunan daftar Pemilih dan pemutakhiran data Pemilih; 

b. melaksanakan pencocokan dan penelitian data Pemilih;  

c. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih; 
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d. menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS; dan 

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU 

Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan. 

13. Kewajiban Pantarlih meliputi: 

a. melakukan koordinasi dalam membantu PPS untuk menyusun daftar 

Pemilih hasil pemutakhiran; dan 

b. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pencocokan dan 

penelitian kepada PPS. 

14. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Pantarlih bertanggung jawab 

kepada PPS. 

 

 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KEBUMEN, 
 
 

 ttd. 
 

DZAKIATUL BANAT 
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